BAB V
TINJAUAN KRITIS, KESIMPULAN, DAN SARAN
5.1 Tinjauan Kritis

Untuk mengakhiri tulisan ini, peneliti memberikan beberapa catatan kritis sebagai
tinjauan terhadap politik multikulturalisme Kymlicka, baik dari sisi pemikiran teoretikus lain
maupun dari sisi pandangan peneliti yang telah sekian lama bergulat bersama politik

multikulturalisme Kymlicka.
5.1.1 Bhikhu Parekh

Untuk tinjauan kritis secara khusus, peneliti menggunakan ulasan Kritis dari Bhikhu
Parekh.! Mengenai Kymlicka, Parekh memuji bahwasanya teori Kymlicka tentang masyarakat
multikultural bertujuan untuk menyediakan seperangkat prinsip-prinsip umum untuk menilai
tuntutan dan mengatur hubungan antara kelompok-kelompok kultural yang berbeda di dalam
masyarakat. Namun, Parekh memberi komentar terhadap tiga posisi dasar dalam liberalisme

Kymclika yang menurutnya terlalu ambigu dan tidak koheren.?

Bhikhu Parekh memiliki nama lengkap Bhikhu Chotalal Parekh, lahir pada 4 Januari 1935 (sekarang
berumur 87 tahun) di Amalsat, Gujarat, India. Dia adalah guru besar filsafat politik di Universitas Westminter, dan
guru besar tamu pada London Schoool Economics, juga pada pelbagai Universitas ternama seperti Hardvard, Paris,
Wina. la terkenal melalui publikasinya, Rethingking Multiculturalism: Cultural Diversity And Political Theory
(dalam karya ini Bhikhu Parek secara eksplisit mengulas tentang Kymlicka di samping beberapa pemikir lainnya,
seperti John Rawls dan Joseph Raz). Selain itu, Parekh memiliki karya-karya lain seperti Bentham’s Political
Thought (1973), Marx’s Theory Ideology (1982) Clonialism, Tradition And Reform: An Analysis Of Gandhi’s
Discourse (1989), dan masih banyak lagi. Bombay Bar Association, “Justice KT Desai Memorial Lecture 2009:
Lord Bhikhu Parekh-The Constitution And Challenges To India’s Unity”, diakses dari

https://web.archive.org/web/20100613173042/http://www.bombaybar.com/lectures/justice_kt desai_memorial_lect
ure_2009_lord_bhikhu_parekh.php, pada 2 Maret 2022.

2C. B. Bambang Kukuh Adi, Op. Cit., hal. 146.
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Tiga posisi dasar dalam liberalisme Kymlicka sebagaimana dikutip Parekh, yaitu:
pertama, bahwa manusia memiliki kepentingan mendasar untuk menjalani hidup yang baik; kedua,
bahwa yang terakhir harus dijalani dari dalam; dan ketiga, bahwa tujuan serta rancangan-
rancangannya harus bisa direvisi. Dalam hal ini, Parekh menampilkan ambiguitas pemikirannya
pada posisi dasar pertama, bahwa Kymlicka tidak koheren dengan posisi ini. Dalam posisi dasar
pertama ini, Kymlicka melebih-lebihkan liberalisme sebagai yang lebih benar dan rasional untuk
menjalani hidup yang baik dibandingkan dengan teori lainnya.® Hal ini justru melanggar
kepentingan mereka yang non-liberal karena kecenderungan memaksakan liberalisme ini akan

berdampak terhadap homogenisasi yang keliru.

Selanjutnya, pada posisi dasar kedua, di mana Kymlicka menganjurkan secara etis agar
manusia menjalani hidupnya dari dalam kebudayaannya. Parekh menolak gagasan tentang dari
dalam ini karena menimbulkan distingsi antara “dari dalam” dan “dari luar”, yang dapat
memisahkan seseorang dengan orang di sekitarnya (yang tidak menjadi bagian di dalam
kelompoknya).* Posisi ini sebenarnya tidak diperlukan karena setiap kebudayaan tidak selamanya
menyediakan apa yang diinginkan oleh setiap individu. Penekanan berlebihan terhadap posisi ini

bertentangan dengan penolakan Kymlicka terhadap pembatasan internal.

Kesulitan yang sama juga mengganggu posisi dasar ketiga, bahwa kepercayaan seseorang
harus diperbaiki. Parekh setuju dengan anggapan ini, bahwa kepercayaan harus direvisi secara
berkala dan dasar-dasarnya dibawa pada kesadaran. Akan tetapi, Parekh sekaligus menolak posisi

ini, karena Kymlicka memberi tekanan bahwasanya manusia adalah makhluk yang keliru dan

31bid., hal. 147.
*1bid., hal. 148.



dapat salah. Tekanan ini menurut Parekh justru membuka peluang untuk orang bertindak tanpa
berpikir. Mengatakan bahwa mereka semua harus bisa diperbaiki berarti menghilangkan
perbedaan-perbedaan krusial mereka dan mengabaikan cara-cara kompleks kita dalam menjalani
kehidupan kita.> Kemungkinan ini berdampak terhadap kualitas komitmen setiap orang terhadap
masa depan. Bahwa, dengan posisi ini orang akan bersandar pada kesalahan sekarang untuk
mengubahnya di masa depan sebagai sebuah kekeliruan. Dan sekaligus berdampak terhadap

kreativitas manusia secara individual.
5.1.2 Peneliti

Setelah sekian lama membaca dan mengelaborasi teori multikulturalisme Kymlicka,
peneliti berpikir bahwasanya peneliti mempunyai hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab
seorang akademis untuk memberikan beberapa tinjauan kritis terhadap tubuh politik

multikulturalisme Kymlicka.

Pertama, politik multikulturalisme Kymlicka adalah politik hak-hak minoritas. Hal ini
sejalan dengan perjuangannya menegakkan hak-hak kaum minoritas. Dalam hal ini, Kymlicka
mencoba untuk memasukkan hak-hak minoritas ke dalam tubuh demokrasi liberal sehingga dapat
diakomodasi secara merata sebagaimana hakikat liberalisme. Oleh karena itu, untuk mendasarkan
teorinya tentang hak-hak minoritas, Kymlicka bertolak dari subjek hak. Tidak seperti anggapan
biasanya, subjek hak di sini merupakan subjek kolektif.® Subyek kolektif ini ternyata di dalam
kewarganegaraan terdiferensiasi yang ternyata di dalam ulasan mengenai tiga bentuk hak yang

dibedakan.’

Slbid., hal. 149.

SF. Budi Hardiman, “Belajar Dari Politik Multikulturalisme” dalam buku Edlina Hafmini Eddin, Op. Cit.,
hal. xii.

Lihat penjelasan mengenai tiga bentuk hak yang dibedakan: 3.2.4



Perhatian terhadap kaum minoritas ini memang penting sebab yang paling rentan terhadap
pelbagai tindakan pelecehan atau pengurangan martabat dan atau pelbagai kualitas hidup lainnya.
Akan tetapi, politik multikulturalisme sejatinya bukan merupakan politik kaum minoritas. Artinya
bahwa, kecenderungan penekanan hak-hak kaum minoritas akan membawa stigma buruk terhadap
budaya mayoritas. Hemat peneliti, bahwa multikulturalisme sejatinya merupakan sebuah prinsip
di mana keberbedaan dalam keragaman itu diakui dan dihargai, dengan cara yang setara, baik itu
mayoritas maupun minoritas sebagai komunitas kultural yang ada dan menjadi bagian sebuah
negara. Kecenderungan menekankan dan memusatkan perhatian hanya pada satu posisi tidaklah
objektif karena sikap seperti ini justru menambah tingginya tapal batas perbedaan yang ada

sehingga keselarasan antara keduanya justru lebih sulit.

Kedua, tesis Kymlicka mengenai pembatasan internal dan perlindungan eksternal cukup
ambigu. Ambiguitas tanggapan Kymlicka terhadap pembatasan internal dan perlindungan
eksternal ini, bahwa sebagai seorang liberalis, Kymlicka justru melakukan kesalahan yang cukup
krusial karena menolak sama sekali pembatasan internal dan memberi dukungan kepada
perlindungan eksternal. Pemberian dukungan terhadap perlindungan eksternal ini justru memberi
peluang terhadap eksklusivisme kelompok-kelompok tertentu karena dengan pembatasan internal
ini berarti menutup segala kemungkinan intervensi sekaligus interupsi kritis dari kelompok satu
dengan kelompok lain. Artinya bahwa dengan demikian, Kymlicka mendukung partikularisme
kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas kultural, dan dengan demikian menafikan fakta

universalisasi dalam tubuh liberalisme.

Ketiga, sebagaimana latar belakang kelahiran politik multikulturalisme Kymlicka, posisi
Kymlicka senantiasa berporos pada konteks masyarakat Quebec. Terutama mengenai tiga pola

keragaman yang ditentukan oleh Kymlicka tidak selamanya dimiliki oleh semua negara. Oleh



karena itu, disposisi kerangka pikiran ini justru akan berdampak terhadap kesalahan akomodasi

kepentingan setiap warga negara.

Keempat, akomodasi tuntutan kaum minoritas, terutama mengenai hak pemerintahan
sendiri dalam kerangka federalisme cukup baik, sebagaimana ternyata di dalam konteks Amerika
Serikat. Dalam konteks Amerika Serikat dengan nota bene demokrasi yang sudah mapan,
akomodasi ini membantu mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan di segala bidang
kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam konteks lain,
akomodasi tuntutan ini akan berdiri pada tapal batas kemungkinan separasi. Hak pemerintahan
sendiri membuka peluang bagi kemungkinan memutlakkan kekuasaan oleh negara-negara federal

jika tidak dikawal dengan baik dan benar.

Selain itu, mengenai hak pemerintahan sendiri ini, Kymlicka memang menunjukkan
perhatiannya kepada setiap kultur atau budaya yang ada dengan mengusahakan keadilan
pengakuan dan perlindungan bagi mereka. Akan tetapi, syarat pengakomodasian hak pemerintahan
sendiri, yakni adanya praktik nilai-nilai budaya (monocultural) dan bahasa yang sama
(monolingual), menjadikan proyek hak pemerintahan sendiri ini sebagai proyek monokulturalisasi.
Karena dengan syarat-syarat akomodasi tuntutan Kymlcika ini, justru menafikan esensi

keragaman, yakni perbedaan.

Selain itu, hak pemerintahan sendiri ini bila diterapkan dalam konteks Indonesia yang
memiliki banyak suku dan bahasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010
menyebut bahwa terdapat 1.331 kelompok suku di Indonesia; sedangkan Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah

memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda dan data ini diperoleh dari proses



verifikasi sejak tahun 1997 sampai tahun 2017.% Berdasarkan kenyataan ini, suku-suku ini
merupakan suku-suku yang memang sudah memenuhi kualifikasi sebagai minoritas bangsa karena
bukan merupakan budaya yang tergabung karena kolonisasi, terkonsentrasi dalam wilayah tertentu
dan memiliki bahasa yang sama (meskipun belum menerapkan bahasanya dalam setiap institusi-
institusi) sehingga berhak atas hak pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, apabila semua suku ini
menuntut hak pemerintahan sendiri maka akan sangat tidak masuk akal karena terlalu banyak

negara federal yang akan terbentuk.
5.2 Kesimpulan

William Kymlicka dalam buku-bukunya memperlihatkan perjuangannya terhadap
pencapaian hak-hak minoritas yang sering diabaikan atau dilanggar dalam sebuah tatanan
kehidupan bernegara. Pengakomodasian hak-hak minoritas dengan menyertakan hak-hak
minoritas dalam tatanan demokrasi liberal mampu memperkuat pengakuan eksistensi kaum
minoritas terutama membantu kaum minoritas untuk bebas dari segala macam bentuk tekanan
sehingga kaum minoritas mampu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, baik sebagai

individu maupun sebagai anggota komunitas kultural tertentu.

Meskipun politik multikulturalisme Kymlicka lahir dalam konteks politik liberal, namun
konsep politik multikulturalisme ini dapat diterapkan pula di Indonesia, karena negara Indonesia
merupakan salah satu negara multikultural yang menampung realitas multikulturalitas
sebagaimana menjadi dasar politik multikulturalisme Kymlicka. Namun, penerapan ini harus

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ketat, terutama berkaitan dengan pengakomodasian

8Luthfia Ayu Azanella, CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia, diakses
dari https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowi-sebut-ada-714-suku-dan-1001-
bahasa-di-indonesia, pada tanggal 22 Mei 2022.
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tuntutan minoritas yang termuat dalam politik identitas terutama tuntutan minoritas sebagai

implikasi dari politik identitas mayoritas.

Di Indonesia, berkembang apa yang disebut sebagai politik identitas, dalam berbagai
basis, yakni politik identitas berbasis agama, politik identitas berbasis etnis, politik identitas
berbasis kepentingan lokal, politik identitas berbasis ideologi, dan politik identitas berbasis
berbasis gender. Dengan menerapkan politik multikulturalisme Kymlicka ini, membuka peluang
terhadap pemenuhan pelbagai tuntutan di dalam kelompok-kelompok kultural yang telah bergerak
dalam basis politik identitas sekaligus menutup kemungkinan terhadap pelbagai diskriminasi

mayoritas terhadap minoritas.

Akan tetapi, penerapan politik multikulturalisme ini pula membuka peluang terhadap
pengkotak-kotakan masyarakat multikultural ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan suku,
agama, ras, maupun kelompok kepentingan lainnya. Maka, pengakomodasian politik
multikulturalisme Kymlicka harus tetap dalam kacamata persatuan dan kesatuan yang telah diramu
dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Bhineka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda

tetapi tetap satu.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian kepustakaan perihal politik multikulturalisme William
Kymlcika dan mengkontekstualisasikannya dalam konteks politik identitas di Indonesia, peneliti
berpikir bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan karena itu tetap meminta pelbagai

kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Selain itu, peneliti pun menganjurkan agar peneliti-



peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian-penelitian perihal politik multikulturalisme
Kymlicka dan mengkomparasikannya dengan pemikir-pemikir multikultur lainnya dan
merelevansikannya dalam konteks politik identitas di Indonesia sehingga dapat melahirkan konsep
yang ideal untuk mengelola keragaman yang ada di Indonesia dengan baik dan benar demi

mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
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